RISALAH

NOMOR 10 TAHUN 2018

RAPAT PARIPURNA KE - 10
MASA SIDANG KE I
TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 4 (
EMPAT ) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAN PENCABUTAN 3 ( TIGA ) PERATURAN |
DAERAH KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 21 Maret 2018

i SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
. KABUPATEN DEMAK

JI. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak , £O Maret 2018

Nomor . 0057/ Q—élr Kepada Yth :
Sifat T
-"~ Lampiran : - Kabupaten Demak
. Perhal : Undangan di -
Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan

menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas. dimohon kehadiran Saudara pada

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Maret 2018

Pukul ‘. 13.00 WIB.
’ Tempat . Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
4 Acara : Rapat Paripurna Persetujuan Raperda lr;isiatif dan 3 ( Tiga)
“ ’ Raperda. o

Pakaian " P.S.R . ( Pakaian Sipil Resmi )

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

“

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK-
KETUA,

/}(—

/ H. NURUL MUTTAQIN. SH.|,MHﬂI
- Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.
o 2. Arsip. '
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: PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
. PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK '
: NOMOR 7 TAHUN 2018 L S '

TENTANG

| T JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
S .. . KABUPATEN DEMAKTAHUN 2018 '~ -

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK

Memmbang ,' a bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan
' : _ _'Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang bers1fat tetap yang
. bertugas - menetapkan agenda Dewan Perwakﬂan Rakyat.
Daerah - untuk -1 . (satu). tahun s1dang,. 1 (satu) masa -
R pers1dangan, atau sebagian dar1 suatu masa‘permdangan
-b. bahwa setiap- agenda keg1atan Dewan - Perwakilan Rakyatr
. Daerah- dldasarkan pada hasﬂ rapat Badan Musyawarah
- Dewan’ Perwakilan . Rakyat Daerah; . o :
e bahwa - berdasarkan. pert1mbangan sebagalmana dlmaksud,

.pada ‘huruf .2 ‘dan" huruf b; perlu menetapkan  Surat .

_Keputusan Badan Musyawarah ‘Dewan Perwakilan Rakyat.
- - Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Keg1atan Dewan.
Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018

* . Mengingat - K Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
S S - Daerah- daerah Kabupaten dalam - L1ngkungan PI'OplnSl Jawa.
T T .";'__Tengah :
Lo 2, _Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
-. . Peraturan Perundang—undangan, . <
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan‘ A
Daerah,’ sebagaimana- telah .diubah bebérapa kali,- terakh:r '
dengan Undang-Undang Nomor 9 -Tahun 2015 tentang
- Perubahan Kedua atas, Undang Undang Nomor 23 Tahun
o "_2014 tentang Pemermtahan ‘Daerah; S B
4. _Peraturan - Pemerintah * Nomor 16. “Tahun 2010 tentang'
' -Pedoman. . Penyusunan Peraturan Dewan Perwakllan Rakyat' "

' "Daerah tcntang ’I_‘ata_ Terth, De_wan Perwak_ﬂan Rakyat L

.. . - Daerah; . - :
5._'.Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015" '
. . . tentang Pémbentukan Produk Hukum Daerah ‘ '
6 Peraturan Daerah Nomor. 6: Tahun 2017 tentang Anggaran :

' Pendapatarn ‘dan Belanja, Daerah Kabupa*en Demak Tahun
Anggaran 2018; . ' . '

tw

L



. -Mémperhatfkan "

Mcnetapkan
KESATU
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7 Peraturan Bupa‘a Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang.
Penjabaran Anggaran. - Pendapatan dan . Belanja Daerah-
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 20 18

8. Peraturan' Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten :

. Demak - Nomor - 1 ‘Tahun 2017 tentang Tata Tertlb Dewan

E '_Perwakﬂan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwalnlan Rakyat Daerah_
. Kabupaten Demak tanggal 5 Maret 2018 -

MEMUTUSKAN

A | adwal keglatan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten ..

Demak sebagal ber1kut

1 Répé.t Pa'nftia - Khusus A - dan B : ,'Sé‘nin

. bersama Organisasi - . Perangkat. -9 Maret -
 Daerah’ (O'PD)’ terkait ~membahas - - -2018

' Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda (Pukul 13 OO) -
- tentang Slstem Perencanaan dan - .. .
Penganggaran Daerah dan 3 (tlga). R

- . Raperda_ yaltu

Raperda tentang Perubahan atas ,
‘Peraturan. ’ Daerah Kabupaten- -
- Demak Nomor 4 Tahun 2012_,;

: tentang Retr1bu31 Jasa Umum C

Raperda tentang Perubahan atas- '
~.Peraturan ‘- Daerah. Kabupaten
Dernak Nomor 6. Tahun 2012
Retnbu51 Per131nan tertentu

Rapcrda tentang Perubahan atas
~Peraturan - Daerah. " Kabupaten' .
Demak ~-Nomor * 7. Tahin .2011. . -
tentang Penyelenggaraan Ménara -
- Telekomunikasi . dan-- Retr1bus1'
- Menara Telekomun1kas1 '

2. a. Rapat lepman ‘DPRD. bersama - Selasa .
' Ketua - KetuaFraksi dan Pimpinan .20 Maret201.
- Komisi A, 'B,'C .dan D DPRD" . (Pukuli09.C-".
' ,‘Kabupaten Demak terkalt Pokok - A
" Pokok - Pikifan -DPRD yang ‘telah ©
'“masuk dalam e- planmng dan e =. _
.budgetmg Tahun Anggaran, 2019 . '
_dengan: menghad1rkan Kepala - Lo
bappeda thbang L
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KEDUA -

KETIGA -

KEEMPAT

" KELIMA

" KEENAM

-b. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD- : -  Selasa-
' bérsama Pimpinan Panitia Khusus .20 Maret 2018 .
- A dan B, Ketua - Ketua Fraksi dan  -(Pukul :13.00)
] lepman Bapemperda membahas-' R ' L
Raperda. InISIatlf dan 3 (t__lga)_"
- Raperda : ' S

- “Raperda tentang Perubahan atas"
" Peraturan _ Daerah . Kabupaten" IR
) .Demak _Nomor . 4 - Tahun . 2012 = . .-
' tentang Retnbu31 Jasa Umum oo

- 'Raper.da _tentang Pérubahan' atas
' ‘Pereitur'an - Daerah = Kabupaten -
Demak Nomor 6 Tahtm. 2012
: Retnb_usx P_ergman- tertentu -
- Raperda ‘tentarig 'Pe’i‘-ubéhan ‘atas - -
' . Peraturan. Daerah - K'abu‘patén'
Demak - Nomor 7 "Tahun 2011 -
"-tentang . Penyelenggaraan Menara .
' .. Telekomunikasi - dan . Retribusi
'Menara Telekomumkas1 ', e B

3. ‘j_a.-Ra‘pat Panpurna ' Perse'tﬁjuan- Rabu

.. ‘bersama antara DPRD dan Bupati 21 Maret 2018
oo 'Derna_k terhadap Raperda Inlslatlf-";' ' (Jém'l’S.OO)-' o
.. . DPRD Kabupaten Demak. - S
. b Rapat . Paripurta : Persetujuan'
" bersama antara DPRD dan Bupati
Demak terhadap 3 (tlga) Raperda

: _Kuﬁjﬁngan Ker_]a Komls1 kOI’IllSl ke W1Iayah Kabupaten Demak
tanggal 22, 23 dan 26 's/d 29 Maret serta 6 Apr11 2018

Reses P1mp1nan dan Anggota DPRD- Kabupaten Dernak tanggal .

. 24 & 25 Maret 2018 dan 7 & 8 Aprll 2018

: .‘Konsulta51 ' P1mp1nan dan Anggota Komisi A serta Pamna
.- .Khusus Hak ‘Angket DPRD Kabupaten Deinak. . Ke Unlversrcas o
. .Diporiegoro- Semarang . tanggal 28 Maret 2018 terkait seleksi
- Pengangkétan.Perangkei-t Desa di. Kébiipaten Dexhak R o

_ :-'KunJungan Kerja Kom181 - kOI’IllSI ke luar Prov1r131 tanggal' :
- 25/d5Apr11 2018 : : : _ ,

. Alat—Alat Kelengkapan Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah

Kabupaten Demak dapat ‘melaksanakan tugas dan keglatan

'_pada hari-~ har1 di- luar Jadwal yang telah ditentukan dalam
.Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan .seijin Pn’nplnan
E Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ' '



= .

-

KETUJUH.

KEDELAPAN

'KESEMBILAN

Dengan berlakunya Keputusan Badan Musyawarah ini, maka o

Keputusan - Badan Musyawarah DPRD. Kabupaten Demak

" Nomor-: 6/ BAMUS DPRD / 2018 dicabut dan dlnyatakan tidak
' berlaku 1ag1 - : .

: 'Perubahan Jadwal keg1atan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah
"yang bersifat -pergeseran. waktu pelaksanaan kegiatan, dapat: .
. dilakukan melalui Keputusan P1mp1nan Dewan Perwakllan o
' .Rakyat Daerah Kabupaten Demak. . - . :

:,',Keputusan Badan Musyawarah ini mu1a1 berlaku pada tanggal o
'_'_d1tetapkan L s

- .Dltetapkan di. Demak
- Pada tanggal 16 Maret 2018

'.DEWAN PERWAKI-LAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK - -
KETUA,

Jfi. NURUL MUTTAQIN, SH.LMH. 47/ .



{y L “. e ‘

2

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau
| yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang .

berbahagia.

Pertama tama marilah kita panjatkan Puji
syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya
kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna
DPRD ini dalam keadaan sehat wal’afiat tanpa
- halangan suatu apapun. Shalawat serta salam
semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita
. Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan
pengikutnya serta kita semua yang hadir, yang kita
harapkan safaatnya di hari kiamat kelak, Amin YRA. |

: Répat DPRD dan hadirin yang berbahagia.
Sebelum rapat dibuka, perlu kaxni..sa;npaikan bahwa
Berdasarkan daftar hadir, Anggota DPRD yang
telah hadir sebanyak ;]‘1’ orang dari sejumlah 50
Anggota DPRD, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib

DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

[ E in » 'S o

RAPAT PARIPURNA KE - 10 MASA SIDANG KE 1
TAHUN SIDANG 2018 DENGAN ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI

' DEMAK TERHADAP 4 (EMPAT) RAPERDA UNTUK

DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK DAN PENCABUTAN 3 (TIGA)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Demak, 21 Maret 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAP‘AT
Assalamu’alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh
Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bﬁpati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan  Kétua
Pengadilan Negeri Demak atau  yang
mewakili | g | |

Ykh. Para Wakil Ketua dan"Segenap A‘r‘iggot’a ]5PRD ;

Ykh. -Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris D.PRD,
Assisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah
' (OPD ) Pemerintah Kabupaten Demak atau
yvang mewakili ; |
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1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Untuk itu dengan mengucap
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Bissmillahirrohmannirrochim rapat Paripurna ke 10

| Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah masa sidang ke 1 tahun sidang 2018 dengan acara

Kabupaten Demak. Persetujuan DPRD terhadap 4 (Empat) Raperda

2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadl

Tahun 2009 tentang Retribusi ljin Usaha Peraturan Daerah yaitu :

1. Raperda tentang Sistem Perencanaan dan
Gangguan .
Penganggaran Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 '
2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah

Tahun 2009 tentang ljin Pengeboran Air Tanah, ‘
Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Pemakaian/Pengusahaan air tanah dan/atau Air
Permukaan Tanah : Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan
pada hari ini Rabu 21 Maret 2018 kami

nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. 3.

Retribusi Menara Telekomunikasi .

Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerdh
4 . .
nomor 4 tahun 2012 tentang "Retribusi Jasa

Umum;

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,
Sebagaimana telah kita ketahui bersama 4, Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah
bahwa Panitia Khusus A, yang membahas : - | Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2012 tEntgng
1. Raperda tentang Sistem Perencanaan dan - Retribusi Perjjinan Tertentu.
Periganggaran Daerah. | | Dan pencabutan 3 ( Tiga ) Peraturan Daerah

yaitu :
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PANITIA KHUSUS A ( tivuciecetrcrossacacessssasasans ) ¢ _ 2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan
Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS A : ' Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011
DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas : tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

1. Raperda tentang Sistem Perencanaan dan ' dan Retribusi Menara Telekomunikasi - |
Penganggaran Daerah dan Panitia Khusus B yang membahas :

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan . 1. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah
Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Umum
dan Retnbgm Menara Telekomunikasi 2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah

PIMPINAN RAPAT : _ a Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2012 tentang
Terima kasih kami sampaikan kepada juru g Retribusi Perijinan Tertentu. '
bicara Pansus A yang telah membacakan laporannya. ' Telah- menyelesaikan tugasnya, sebagai tindak

Kesempatan yang kedua kami berikan kepada lanjut maka pada hari ini Pansus A dan Pansus. B

Pansus B yang membahas: _‘ akan menyampaikan laporan has_‘ié pe;mb_ahasan

' | Raperda tersebut di atas, agar hadirin mengetahui
1. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah P ® ;i

nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa |
N kesempatan ini Pansus A dan Pansus B akan

Umum; .

hasil kerja dari Panitia khusus A, dan Pansus B pada

menyampaikan laporannya, yang pertama Kami

2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah i : .
persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus A

Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2012 tentang
' ' untuk menyampaikan laporannya, dipersilakan..

Retribusi Perijinan Tertentu. ' ;
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Panitia Khusus B, Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan
Bapemperda sebagai forum konsultasi terhadap
pembahasan Raperda di atas. Perlu kami sampaikan
bahwa secara substansi materi Raperda telah sesuai
dan tidak ada penambahan, pengurangan maupun
permasalahan yang perlu pembahasan lebih lanjut

-dalam ‘rapat konsultasi pimpinan, maka hasil fapat

konsultasi Pimpinan DPRD sebagaimana tertuang

dalam laporan -hasil Pembahasan Pansus A nomor :
1/PANSUS A/DPRD /2018 dan Pembahasan Pansus
‘B nomor 1/PANSUS B/DPRD /2018 pada
prinsipnya dapat menyetujui, untuk itu tidak perlu
dibacakan lagi . |

LY

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan dibacakan rancangan

Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD

Kabupaten Demak terhadap 4 (empat ) Raperda -
Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi’

Peraturan Daerah, dan r‘éﬁcangan Persetujuan

7

Untuk menyampaikan laporannya, kami

persilahkan ...

PANITIA KHUSUS B :

Membacakan laporan hasil pembahdsannya terhadap
Raperda Kabupaten Demak yaitu : '

1. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah
nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum; _

2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2012 tentang

Retribusi Perijinan Tertentu.

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kami sampaikap keépada jufu

bicara Pansus B yang telah membacakah laporéﬂnya.

" Peserta rapat DPRD dan hadirin yang
berbahagia,

Sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan
Musyawarah, bahwa setelah rapat-rapat Pansus,
agenda selanjutnya adalah rapat konsultasi Pimpinan

DPRD bersama Pimpinan Panitia Khusus A, dan




DAERAH KABUPATEN DEMAK
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DPRD BERSAMA BUPATI DEMAK TERHADAP
RAPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK YAITU :

1. Raperda Tentang Sistem Perencanaan dan

Penganggaran Daerah

2. Raperda tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Menara
Teélekomunikasi dan Retribusi Menara

Telekomunikasi .

3. Raperda tentang Perubahan Peraturan
"Daerah nomor 4  tahun 2012 tentahg

Retribusi Jasa Umum;

4. Raperda tentang Perubahan Peratuf“an
Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun

ﬁ 2012 tentang Retribusi Perijfinan Tertentu.

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN
SEBAGAIMANA
TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD
DAPAT DISETUJUI'? » |

9

bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten
Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak.

Kepada Sekretariat DPRD, kami persilakan.

SEKRETARIAT DPRD

Membacakankan rancangan Keputusan DPRD
tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap
Raperda DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah dan rancangan Persetujuan bersama antara
Bupati Dermnak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap
Raperda Kabupaten Demak.

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih atas pembacaannya.
Selanjutnya berkaitan denga'x'j\' pgngarribilan
keputusannya - kami tawarkan kepada sggenap

anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas :-

“APAKAH KEPUTUSAN DPRD TENTANG
PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RAPERDA KABUPATEN DEMAK DAN
RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA
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1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan = Pemerintah Daerah
Kabupaten Demak.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3
Tahun 2009 tentang Retribusi ljin Usaha Gangguan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11
Tahun 2009 tentang Ijin Pengeboran Air Tanah,
Pemakaian/Pengusahaan air tanah dan/atau Air
Permukaan Tanah.

 “DINYATAKAN DICABUT DAN TIDAK BERLAKU

LAGI”,

...Dok...
Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia ; -

Setelah persetujuan oleh DPRD terhadap 4
(empat ) Raperda Kabﬁpaten Demak sﬁerta pencabutah
3 ( Tiga ) Perda sebagaimana tersebut di atas,
selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth.
Sdr. Bupati Demak untuk menyampai_kan pendapat

11

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB :
SETUJU. |

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh
Anggota DPRD yang telah memberikan

persetujuannya.

1

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6
Pebruari 2018 yang lalu Sdr. Bupati telah .
menyerahkan 6 ( enam ) Raperda Kabupaten Demak
tiga diantaranya merupakan Perda yang diuSqlka‘.n
untuk dicabut, oleh karena itu satelah melalui

pembahasan dan telah sesuai dengan peraturan

 perundang ~ undangan yang berlaku serta dengan

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD
Kabupaten Demak, maka mulai hari ini, Rabu tanggal
Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan

Belas, Perda tersebut di bawah ini :

- akhir Bupati atas persetujuan dimaksud. | |
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4. Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan

Bupati Demak tentang Pencabutan Terhadap
Perda Kabupaten Demak;

Sebelumnya mohon berkenan kepada Ketua beserta
Wakil Ketua DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati
Demak, untuk menempatkan diri.

Hadirin dimohon berdiri. ‘
Penandatanganan Pertama, Keputusan DPRD oleh
Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak
- H.NURUL MUTTAQIN,SH.I.MH, dipersilakan.
Penandatanganan Kedua Persetujuan Bersama
Bupati dan DPRD Kabupaten Demak;

Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak
H.NURUL MUTTAQIN,SH.I.MH, dipersilakan
Pembubuhan tanda tangan oleh Bupati Demak, Yth.
Bapak H.M.NATSIR . dipersilakan.
Penandatanganan selesai, Bupati Demak, Wakil

Bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD ,.

dipersilakan kembali ketempat.

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Acara selanjutnya kami kembalikan kepada
" Pimpinan Rapat, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat

Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Bersama

13

Untuk itu mohon perhatian hadirin peserta
rapat. Kepada Yth."Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

BUPATI DEMAK (H.M.NATSIR ) :

Menyampaikan pendapat akhir terkait dengan
persetujuan terhadap Raperda Kabupaten Demak.

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kepada Sdr. Bupati yang telah
menyampaikan pendapat akhirnya.

Hadirin peserta rapat yang berbahagia.

Untuk penandatanganan Keputusan DPRD
yang telah kita setujui, kami serahkan kepada
pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA :

- Hadirin yang kami hormati
- Penandatanganan:

1. Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten. Demak
tentang Persetujuan terhaa'ap Raperda
Kabupaten Demak;

2. Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan

~ Bupati Demak Terhadap Rancangan Perda
Kabupaten Demak;

3. Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak_
tentang’ Pencabutan terhadap Perda Kabupaten

Demak;
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Terima kasih atas perhatiannya.

Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridlo wal
inayah.

Wassalamu’alaikum Warohmatulloh
Wabarokatuh.

Demak, 21 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

15

DPRD Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak

dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada
seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh
perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD
hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan
kepada -semua pihak vyang telah membantu
kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD han ini.
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala selalu
memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamin,

amin ya robbal alamin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahi
robbil “‘alamin Rapat Paripurna ke 10 - DPRD
Kabui:aten Demak Masa - 'Sidang: - 1
Tahun Sidang 2018 kami nyatakan ditutup.

----- dok, dok, dok -----



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

J1. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 — 685.877 Fax. 681480 — PO BOX 1000 Demak

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK

PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

HARI RABU

TANGGAL : 21 MARET 2018

PUKUL : 13.00 WIB.

TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK :
ACARA : PARIPURNA KE- 10 DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD

DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 4 ( EMPAT ) RAPERDA UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
DAN PENCABUTAN 3 ( TIGA ) PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK. : '

NAMA TANDA TANGAN | xeT |

H. NURUL MUTTAQIN, SHL.MH )

NURYONO PRASETYO, SE y 2./ ﬁ/ .....
'/ .

H. MUNTOHAR 3z A
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H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE o N

H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I

ULIN NUHA, S.PdI

PARSIDI, STMT

Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, %J}/ ......

8
S.PdI
(9) | NUR FADLAN, S.ag e
10. | Drs. H, SYAFII AFANDI, 5.Pd 10.0ecereeerrenrnceens
/11.)| B. GHOZALL 8.PdI P IR

HERMIN WIDYAWATI, S.Pd. . Nyt

{E.) ROBERT FRENDY KURNIAWAN 3. A P A

14, | YUDO ASTIKO, SPAMM Y —
15, | SUNARL, SE 15.0voeeeerereenaees —
(16/ | Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom t6..Lmidad]
17. | NUR WAHID, SHI Purreevereerrnssnerens o
18. | KASTAMAH 18. S Yoot .
Qo/| saNIPAN A

(20) | H. ALISUBHAN, S.ag o LA
@D | B MUTHI KHOLIL, A.Md 2N B

/?2.) | MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag \ 2... frilctien
23 | MARWAN Doovvoreveereseren

24, | AHMAD MANSUR, SE Weverrrnreirecasorns
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H. DANANG SAPUTRO, SH

TATIEK SOELISTIJANI, SH

FAOZAN

2)

M

H. BUDI ACHMADI ,SE

JH. SUGIHARNO, SP

KHOERON, M.Pd.X

gms

H. SONHAJI, SH

()
N

) H. SUDARNO, S.Sos

H. ARIFIN, S.Pd.I

B

ABU SAID

\:.__/

LATIFAH

H. SABIQ

a9

H. ROZIKHAN ANWAR, SH

")
oo

H. AHMAD MUDHOFAR, SE

@
o
-/

SUHADI

A

SAFUWAN, SP

A
T
N
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KAMZAWI, S.Ag

|

GUNAWAN . T

MUHAMMAD YASIN

IBRAHIM SUYUTI, SH

H. NGASPAN, A.Md

FATKHAN, SH

Dra. SUSI ALIFAH

H. FARODLI, S.Pd.I

AGUS HARYONO,S,Sos

APRILLIA RACHMAWATIS.Pd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,



Telepon
Website : dprd.de

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

JI. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
(0291) 685577 Faximile (0291) 681480
makkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari Rabu .
Tanggal 21 Maret 2018
Jam 13.00 WIB
Tempat Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara Rapat Paripurna Persetujuan 4 (Empat) Raperda dan Rapat Paripurna
Pencabutan 3 (Tiga) Perda.
NO. NAMA KANTOR, NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET
1. | SEKRETARIS DAERAH KAB, 1.
DEMAK
2. 3EKRETARIS DPRD DEMAK /) 2,
- o~
: : : (d 3.
3. | INSPEKTORAT %/ w. Wy, : {(:g/ B
4, | ASISTEN | /N (/ 4
N i - 3 y (
! o7 |
5. | ASSISTEN Il . L,U LA %@u 5. ,.1},4& ;
6. | ASSISTEN IlI 6.
7. | STAF AHLI HUKUM DAN /{,’/ ALY 7\}'
PEMERINTAHAN wtl M 14 _ ) 1
%
8. | STAF AHLI BID.PEMBANGUNAN, [)m (,Jd,,-d ,4 3/4 /’) 8. % |
- | PERKONOMIAN / »
- , f
9. | STAF AHLI BIDANG, SDM M\)D[*/W S@ 9 ( P\J/
' ™AN KESRA i .
10. | UINAS PENDIDIKAN DAN T uhEh, Cdurding W
KEBUDAYAAN ' |40, _
F <
1. | DINAS KEFEMUDAAN DAN c 11. ‘
OLAHRAGA fed- oy | eerepds | <\ {
2. | DINAS PARIWISATA '@(Qu-c N ﬁ(,-e b7 12&/’:_f ;
. —
- . o i
3. | DINAS KESEHATAN Nan; 4w M | St | 13 m ‘ 1
A
4, | DINAS SOS P2PA ; Rostont a4 B 1{.%%57 ‘
- . - N y
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PENCACATAN SIPIL. :
16.
s DINAS PERMADES, P2KB —7.
SAY/
7. | SATPOL PP - C(I‘y L{ﬂ}lqﬁqb IACY 1 ! ,
! vV
8. | DINAS PM DAN PELAYANAN ko Asainah, | Selirotrmes 18%@1/
TERPADU SATU PINTU 1
5. | DINAS PERDAGANGAN, ™. Rebatl| lowr 1“/ /

KOPERASI, UKM.




DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN

21.

DINAS PU TARU

22,

DINAS PERKIM

23.

DINAS PERHUBUNGAN

24,

DINAS LIKUNGAN HIDUP

25. | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN jl’ML/QT 25,
26. | DINAS LUTKAN Mg 4«.&% 1 26%\
27. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN 28 AL
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. . (
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4 'U’O <
-30. | BAG. HUMAS {—:Qfm[,v
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//
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34. | BAG. KESRA ) M §IL (7"/
35. | BAG. ORPEG AR 3s. 2J,UU
\)
36. [ BAG. KEUANGAN A‘guzé,, H
37. | BAG. UMUM YP’J" b &ﬁ%ﬂo—] Tu | 37. 69"
38. | BKPP KAB. DEMAK 7‘7%2/«; R W P
39. | BPKP DAN AD KAB. DEMAK pwl ?W F:;(:_,s. V"%ﬁ’r'- 39.
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42, | BPS KAB. DEMAK ,
43. | BPBD KAB. DEMAK M.Acurm 'ZI‘[D-L_
44. | KAN. KESBANGPOL ) .
45. | KAN. KEMENAG KAB. DEMAK thﬂﬂ/l' N ({&,«M 45. /QH/ /7
f
46. | KAN. PAJAK PRATAMA DMK
47, | KAN. PENGADILAN AGAMA 47.
48. | RSUD SUNAN KALIJAGA. Y. btir
49. | KPUD DEMAK 49,

50.

SEKRETARIS KPUD DEMAK

éuﬂ;ﬂ Loy

51.

BPD JATENG CAB. DEMAK

51,

T




52. |PDAM 52.
53. [RUTAN 53,
"54. |PLN ' 54.
55 |[UPPD ’ Ma. ~ fpr fep. [ss. L.
56. | KECAMATAN DEMAK ‘ 56.
57. | KECAMATAN BONANG 1CalY TQC Q%_r 57%
58. | KECAMATAN WEDUNG A MTQW Q&M . ¢ 58— .
59 | KECAMATAN KARANGANYAR | €7y 2| Qs 5o, W7 4
60 | KECAMATAN GAJAH . L w; Q \Ce e 60. /(A/,k
1. | KECAMATAN MIJEN )vae, Voo :(T“O,?W 1. \ -
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63. | KECAMATAN MRANGGEN A. Khoﬁ.q Celiean  Fo3. < /
B4. I KECAMATAN KARANGAWEN M~y | oomagr 64. kﬂ;
6. | KECAMATAN SAYUNG (( O\M/(“ 65. /\ ”4\” :
66. | KECAMATAN KARANGTENGAH ndmlb /W' /} 6. f&’

67. | KECAMATAN GUNTUR ”_1 Cacte | Seleeounr |6r. ( gﬁ_&‘\““/
§8. | KECAMATAN WONOSALAM ! 68.

KECAMATAN DEMPET

69. ﬂ
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DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT




BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAM‘A DPRD DAN
BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH

TANGGAL, 21 MARET 201?

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan
Negeri Demak;

- Yang kami hormati ’Wakil Bupati Demak;

- Yang kami hormatikSekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten
Demak;

- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah:

- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat

dan Hadirin sekalian yang berbahagia.



_. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya pada kiia sekalian, sehingga
-pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama
dalam acara rapat paripurna persetujuan bersama DPRD dan Bupati

terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami atas
nama jajaran eksekutif untuk menyampaikan terima késih kepada pimpinan
dan segenap anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan
pikirannya untuk membahas 7 (tujuh) Ranperda yang merupakan 1 (satu)
inisatif DRPD yang secara resmi telah kami terima pada tanggal 6 Februari
2018 dan 6 (enam) inisiatif eksekutif yang secara resmi telah kami
serahkan pada tanggal 6 Februari 2018 dan telah dilakukan beberapa kali
pembahasan secara intensif. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 telah
dilakukan harmonisasi terhadap 4 (empat) Ranperda antara Pansus A dan

Pansus B bersama dengan perwakilan dari eksekutif.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan Pendapat

Akhir Bupati terhadap 7 (tujuh) Ranperda sebagai berikut:

. RANPERDA TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN DAERAH

‘Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan
Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan
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peran dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah didasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki

daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan merupakan dasar dari kegiatan
penganggaran sehing'ga kualitas perencanaan akan sangat menentukan
kualitas penganggaran yang baik.‘ Relasi antara keduanya dapat
digambarkan seperii dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
Semua program dan kegiatan yang telah direncanakan harus dilaksanakan,
demikian pula sebaliknya tidak ada penganggaran suatu program kegiatan

yang tidak direncanakan terlebih dahulu.

Guna mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan
dan pemerataan péndapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayaﬁan publik dan daya
saing daerah maka diperiukan suatﬁ perencanaan dan penganggaran
daerah yang terpadu, sistematis, objektif dan be;rke[anjutan. Dengan
disetujuinya Ranperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Daerah, dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

merencanakan pembangunan dan penganggaran daerah yang lebih

terarah, berkesinambungan dan berbasis pada aspirasi masyarakat.

. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK 'NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKAS!I DAN RETRIBUSI

MENARA TELEKOMUNIKASI



Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ;
46/PUU-XI1/2014 telah menghapus/membatalkan penjelasan Pasal 124
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sehingga Pemerintah Daerah harus mengubah formulast
penentuan tarif retribusi pengendalian menara telekqmunikasi. Penentuan
tarif retribusi tersebut harus didasarkan pada biaya yiang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka péngawasan dan pengendalian menara

telekomunikasi.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi, maka dengan disetujuinya Ranperda
tentang Perubahan at;‘:ls Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan
Retribusi Menara Telekomunikasi diharapkan dapat memberi payung
hukum bagi masyarakat dan para stakeholder baik dari Pemerintah Daerah
maupun swasta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
kualitas pelayanan penyelenggaraan menara telekomunikasi serta

pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

.RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI

JASA UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang
perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen,

pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya
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adalah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam
melaksanakan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah dapat memungut
refribusi terhadap jasa yang diberikah berupa pelayanan teraltéra ulang.
Pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenils. retribusi jasa umum

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf | Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Guna meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penarikan
retribusi dan memberikan kepastian hukum dalam pelayanan tera/tera
ulang. Dengan disetujuinya Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 téntang Retribusi Jasa
Umum dapat member.i payung hukuh bagi masyarakat dan Pemerintah
Daerah, khususnya.dalam penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang di

Wilayah Kabupaten Demak.

. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI

PERIZINAN TERTENTU

Bahwa salah satu upaya Presiden dalam rangka menarik minat
investor dan memberikan kemudahan berinvestasi baik di tingkat pusat
maupun daerah maka Pemerintah Pusat telah meng|1hapus penerbitan lzin
Gangguan melaliui Peraturan Menteri Dalam Negeri Ii\lomor 19 Tahun 2017
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
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Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,
dengan demikian Pemerintah Daerah sudah tidak mempunyai kewenangan
dalam menerbitkan [zin Gangguan termasuk melakukan pemungutan

retribusinya.

Guna mewujudkan. Kabupaten Demak yang ramah investasi sejalan
dengan tuntutan kemudahan berusaha maka Pemerintah Kabupaten
Demak akan terus meningkatkan dan memberikan pelayanan prima bagi
pelaku usaha berupa percepatan pelayanan perizinan dan tidak
membebani pelaku usaha dengan berbagai pungutan. Dengan disetujuinya
Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6 Tahun 20.12 tentang Retribusi Perizir?an Tertentu, dapat
memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat dan para

stakeholder baik dari Pemerintah Daerah maupun swasta dalam

kemudahan berinvestasi dan berusaha di wilayah Kabupaten Demak.

. 3 (TIGA) RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

Terhadap Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urﬁsan Pemerintghan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demair, Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan
dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah dan/atau
Air Permukaan Tanah, karena sudah tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi baik secara formil maupun materi

muatannya sehingga periu dicabut. Dengan disetujuinya Ranperda tentang
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Pencabutan Peraturan Daerah tersebut dapat memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah daiam melaksanakan
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan, semoga Allah SWT
senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk
mengemban amanat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Demak yang kita cintai.

Wallohul Muwafiq lla Aqwamith Thorig

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

BUPATI DEMAK,
R

HM/NATSIR



1.

LAPORAN RAPAT KONSULTASI PIMPINAN
DPRD BERSAMA PIMPINAN PANITIA
KHUSUS A DAN B, PIMPINAN BAPEMPERDA
DAN KETUA-KETUA .~ FRAKSI - DPRD

- KABUPATEN  DEMAK NOMOR

2/LAP.PIMP/DPRD/2018 MEMBAHAS 4
RAPERDA DAN 3 PERDA PENCABUTAN |
LAPORAN PANITIA KHUSUS A. DPRD
KABUPATEN DEMAK 'NOMOR

2 /PANSUS. A-DPRD/III /2018

LAPORAN PANITIA KHUSUS B DPRD
KABUPATEN DEMAK N OMOR
01 1/PANSUS B/DPRD/2018 o

. DEMAK, 21 MARET 2018



i»

{a

LAPORAN RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD
BERSAMA PIMPINAN PANITIA KHUSUS A DAN B,
PIMPINAN BAPEMPERDA DAN KETUA-KETUA FRAKSI
DPRD KABUPATEN DEMAK DALAM RANGKA
PEMBAHASAN 4 RAPERDA DAN 3 PERDA PENCABUTAN

Tahun Sidang
Masa Persidangan
Rapat ke

Jenis rapat
Hari/tanggal

Pukul

Tempat

Acara &

Ketua/Pimpinan Rapat
Hadir

. .DASAR

NOMOR : 2/LAP.PIMP/DPRD/2018
TANGGAL 20 MARET 2018

2018
l
1 (satu)

" Rapat KonsultasiPimpinan.
Selasa, 20 Maret 2018.
14.00 WIB s.d 15.15 WIB,
Ruang Rapat Pimpinan DPRD.

Pembaﬁasan 4 Raperda dan 3 Perda Pencabutan. -

H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE.
1. H. Muntohar (Wakil Ketua DPRD) ‘

2. H. 8. Fahrudin Bisri Slamet, SE. (Wakil Ketua DPRD)

3. H. Nurullah Yasin, S.Pd.l (Ketua Pansus A)

4. H. Sugiharno, SP (Sekretaris Pansus B dan Ketua Fraksi
PDI Perjuangan)

. H. Ghozali, S.Pd.I (Ketua Frak31 PKB)

. H. Sanipan (Ketua Fraksi Golkar)

H. Abu Said, S.Pd.| (Ketua Fraksi PPP)

~N oo

1. Peratuian Dewan Penrvakllan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun
2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

2. Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Masa Sidang.| (kesatu) Tahun 2018 '

3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018
tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2018.

. PENDAHULUAN

1. Rapat membahas 4 Raperda dan 3 Perda Pencabutan drplmpln oleh Wakil Ketua
DPRD H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE. ,
.2. Rapat eibuka oleh Pimpinan: Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Pimpinan
Rapat menyampaikan penga'nta'r rapat dan memulai-Pembahasan.



. PEMBAHASAN
1. Pimpinan Rapat menyampaikan hasil laporan Panitia Khusus A dan B dalam

rangka pembahasan 4 Raperda yaitu:.

1. Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan
Retl’lbUSl Menara Telekomunikasi;

3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nor_nor4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

2. Pada rapat pimpinan ini juga dibahas 3 Perda Pencabutan yaitu :

1. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 'Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;

2. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten: Demak Nomor 3
Tahun 2009 tentang Retribusi [zin Gangguan;

3. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11
Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemaka|aanengusahaan Air
Tan .h dan/atau Air Permukaan Tanah;

Iv. 'KESIMPULAN

Rapat Konsultasi Pimpinan bersama Pimpinan Panitia Khusus A dan B, Pimpinan
Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten
Demak dalam rangka membahas 4 Raperda dan 3 Perda Pencabutan yang akan
dilakukan persetujuan pada Rapat Paripurna tanggal 21 Maret 2018 menyepakatl
beberapa hal sebagai berikut :
1. Menyetujui 4 Raperda- hasil pembahasan Panitia Khusus A dan B DPRD
) Kabupaten Demak untuk dapat diparipurnakan pada Rapat Paripurna tanggal
21 Maret 2018. Adapun 4 Raperda tersebut adalah Raperda tentang Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Raperda tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyf'enggaraan Menara  Telekomunikasi dan  Retribusi Menara
Telekomunlka3| Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
.Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

2. Untuk 3 Perda Pencabutan yaitu Raperda tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang-Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, Raperda
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun.2008
tentang Retribusi Izin Gangguan dan Raperda tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air
Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah dan/atau Air Permukaan Tanah
akan disampaikan pada rapat paripurna.



. Penggilingan padi keliling (portable rice mill) diberikan dispensasi untuk
beroperasi di wilayah Kabupaten Demak.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB.

DEMAK; 20 MARET 2018
s :V | '04 N
o/ WAKIL DPROD,
=




LAPORAN PANITIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK
| ..+ DALAM RANGKA PEMBAHASAN:2 (DUA) RAPERDA YAITU .. -

. RAPERDA TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
~.DAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK: .
_NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA® - .
TELE} OMUNIKASI DAN RETRIBUSI- MENARA TELEKOMUNIKAS("

.NOMOR 2/PANSUS.A.—DPRI_D_IIIII2018. g
' TANGGAL 19 MARET 2018

" A DASAR o : .
1. Peraturan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun.
201? tentang Tata Tertib Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Demak _
' 2‘."Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018. tentang Pembentukan'.. =
| -Panltla Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perafuran Daerah Kabupaten‘_ ' _

~** Demak Masa Sidang | (Kesatu) Tahin 2018;. B

' _3.':Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018‘
o tentang Jadwal Keglatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2018

- 'B TUJUAN

Rapat Pamtla Khusus A ber'tUJuan untuk membahas dan. menyempurnakan Raperda“ . .

tentang Slstem Perencanaan dan Penganggaran Daerah ‘dan Raperda tentang -
" Perubahan Atas Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun - 2011. tentang
Penyelenggaraan Menara TelekomumkaS| dan Retrlbu5| Menara Te[ekomumkaSI

. C. JENIS DAN SIFAT RAPAT _
a Jems rapat adalah Rapat Pansus A dan bersrfat tertutup

D WAKTU DAN TEMPAT RAPAT U L
Rapat Pansus A dllaksanakan balk secara mternal maupun bersama OPD terkalt dl R

: Ruang Rapat DPRD Kabupaten Demak Rapat Pansus A drlaksanakan pada tanggal' '

.9, 14 dan 15 Pebruan 2018 Dlsamprng |tu Pansus Ajuga melaksanakan Kumungan“ '

. v:KerJa ke DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Sldoarjo pada tanggal 11- 14
"-Pebruarl 2018 dan ke DPRD Kabupaten Badung, DPRD .Kota Denpasar dan_

.Pemenntah Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 - 22 Pebruan 2018 serta 'v

. melaksanakan Workshop di Yogyakarta pada tanggal 26 =28 Pebruarl 2018. DI.
_ '_sampmg ltu pada tanggaJ 19 Maret 2018 dllaksanakan rapat antara Pimp:nan Pansus )
A P:mplnan P'msus B dan OPD terhalt untuk smkromsam sebefum drparipurnakan



L E PESERTA RAPAT ot . .
‘ Rapat Pansus A dukutl oleh P:mpman dan Anggota Pansus A OPD terka|t serta

L

pendamplng darl Sekretanat DF’RD Kabupaten Demak sebagat berlkut

INO'| T NAMA

JABATAN

1. | H Nurullah Yasin, S. Pd 1

. :Ketua Pansus A .

2. Nun'Vc.hld SH.L MSi-

| wakit Ketug’ Ffarjs:us_A., L

TH. Suglharno SP -

o -Sekrétéris:_‘Pén'_s'ué A

- {Muhamimad Yasin, S Pd

{'Anggota Pansus A . -

- | Anggota Pansus A-, -

6. |-Nur Fadlan, SAg

| AnggotaPansus A

Ulln Nuha ‘S.Pd. I

g 'Ang.g_'oté Pansus A .

2
3
.14 .
- 5 Hi. Churun Chalina Sllflya S.Pd.I"
16
7
8

T H. Ghozah S Pdl

- I’Anggota Pansus-A"* .

' 9 Sunarl SH

|:Anggota Pansus A - -

.Anggdta Pansus A.

110. -Hermm Wldyawatf S Pd B

11, H. Sampan '-

" | Anggota.Ransus A -

',I;"Z,.:-H Ali Subkan, SAg |

! [Anggota PansusiA - .

'.'113. _Muhammad Abdul Malik, S Ag_-' o

- | Anggota PansusA "

L 15H Sudarno, S Sos

I4 Marwan-

Anggota F’érjléhs' A

G ELREE (T

. 1716 H'. Spnhajl_,_-SH T

‘Anggota Pansus.A-c - ¢ -

17. | H: Abu Said,"S,Pd:I

_Ahggdta Pansus A

Anggota Pansus A .

J118. ] H. ‘Rozikhan- ‘Anwar, SH
19: ,Latlfah '

_ - | Anggota Pansus A
10 Kamzawr, S.Ag a | Anggota Pansus A
{21.| Suhadi * - ] Anggota Pansus-A -

122 Fatkhan, SH . .

. _Anggbta Pan'su's AL

722'3': - D_ra.'- Sgsi Alif.aih )

- '| Anggota Pan‘sbs'A.

Dan OPD yang hadlr adalah - . |

- [NO f'_.- " NAMA:

" JABATAN

) 11 1-Drs:; Tauﬂk Rifai, MSI P

o :Kepara Bappeda thbang

. 2 Suhasbuklt SH, MM

* | Kepala BPKPAD..

< Drs Daryanto MM

Kepala:Dinas Komunlka3| dan

1 Informatika .

14 -E_)rs..‘ U_r_r)ar Surya Su_ksman'a’. M..Ko‘rln

Kepaia Dinas Penanaman Modal &
PTSP

5| Drs. Ads Musyafak, M.Si" "

e Heru F’ra'yithO'S'I" M'Si s

Képala Dinas Llngkungan Hrdup

| Sekretaris Bappeda Litbang

e

‘ 7’,'. 3 lndruantoro Widodo, SE MM

- .Se_kretgrls_ Dinkominfo -

* ez




k s Drs Wahyu Ajl MM o .g::adaagéxgnr?;ilstra& ?embangunan
- o [an Ridhodin. SH, MH: | Kabay Hukum Setda Demak
| 110. Dwi Pramorno, S. STP | ._ , Kabid. Pendapatan BPKPAD o
) ' 1. " .. | Kabid Komunikast dan Statlstrk e
11 Eko f-\rlyanto AP M Kom_ o 'Drnkommfo - .
' ';1.'2- Drs ouharto ' | . -'_Kabld P4LH Drnas Llngkungan H|dup 1
T Kasubbag Produk .Hukum Daerah pada.-
13 AﬂfurRahman SH MH . Bag Hukum.Setda Demak .. : .
. 0. I'Kasubbag .Umum dan Kepegawaian.
114~ Miarsih_, S.I_Dd,j.MT. N D?nskuom;%o L Ps g
N D Kasupbag Program dan Keuangan
-15 _Arr WIb_OWO, ST' - | Bappeda |
: N N : danPenetaan'--'
- L 1E Herawan S'etiya.di. SE. ~ ggiusﬁg Pendataarr ' .p
R R | Kasubbid Penyusunan Anggaran
17°|m Ar rfrn SE Pendapatan BPKPAD '
18' Desy Rahmawatr S Sos : Kasie, Telekomunlkasr Dlnkomlnfo
) 19 Irma’ l‘luryam ST | Bappeda :
- 120 | Ninik: .| Bappeda
121 . Jarwo Darmanto ST . ‘ -f.D_inkorrlinfo o e
122 Fwahyu Agus Suroso, SH'. 'Bég:jH-Qk._erh' ; SRR
- _P'e:hfdamp'ir'lg— Pénsds 'A _»:
o Inod NAMA - JABAﬂAN
11 -' Sunardr SH o ' Kasubbag Kajran Hukum dan Perundang undangan" -
2 * | lvan Astrlanto_ ' o Sekret’arlat_DF_’RD.

1?.: :

' F HASIL PEN’BAHASAN

Perlu kami sampalkan bahwa Pansus A telah meiakukan pembahasan dan’

Adapun metodolog|

I Pendahuluan
_'_IJZ DasarHuI\um o
T Hasu Pembahasan |

- BV Penutup

. penyempurnaan terhadap 2 (dua) Raperda yaltu Raperda tentanc Sistem Perencanaan '

_ dan Penganggaran Daerah dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten"
'Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomumka5| dan
Retrrbus: Menara.- Telekomumkasr Pada rapat ini. kamr melaporkan hasu pembahasan‘

e dan penyempurnaan terhadap 2 (dua) Raperda tersebut d| atas

penyusunan laporan hasﬂ pembahasan dan

K _penyempurnaan dengan format sebagal berlkut




| Pendahuluan

' A Raperda'tantang'Sistém Perancanaarr dar_'rlF"e'rigahgga-ran Daerah -

Raperda tentang "Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah )

'. menj adi: prlorrtas dalam Propemperda Tahun 2018 karena terbrtnya Peraturan

. Menteri’ Dalam Negerl Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan

Pengendalran.dan Evaluasr F’embangunan Daerah Tata Cara . EVaIuasr-

o .Rancangan Peraturan Daerah. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang'-' '

- .Daerah dan Rencana F’embangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara_ -

’fPerubahan Rencana-Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana.'"

-Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerrntah Daerah .

"teiah memberlkan pengaturan tentang proses perencanaan sebagar dasar darr :

C -proses penganggaran daerah

.Dasar Hukum Pembahasan o : . .
‘Dasar hukum pembahasan Pansus A DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda- .

..tentang Srstem Perencanaan dan Penganggaran Daerah ada]ah sebagai- berrkut

| N 1. Peraturan Menterr Dalam Negerr Nomor 86 Tahun 201” tentang Tata Cara_ .

' Perencanaan Pengenda!ran dan Evaluasr Pembangunan Daerah ‘Tata Cara, L

'Evaluasr Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan'
'-Jangka Panj ang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah"'
Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

e , -Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana'-' '

| "'-Kerja Pemerrntah Daerah

h 2, ‘.Peraturan Daerah Provrnsl Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Srstem' ‘

o Pere ncanaan F’embangurran dan Penganggaran Terpadu

IIIHaerPembahasan e |

.'1. Pada Konsrderan Menrmbang huruf ¢ kata "Permendagrl dlubah menjadl'

o Peraturan Menterl Dalam Negerr

.2: Pada Konsrderan Mengrngat angka 8 ada penyebutan Nomor dobel dlhapus- -
salah satunya sehrngga berbunyr "Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2008 - "
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalran dan Evaluasr .‘ -
.-Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republrkl_ )

Indonesra Tahun: 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Repub[lk,'_ '
Indmesra Nomor 4817) - S L

.3 _.Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka A drhapus dan angka selanjutnya_

. menyesualkan '



‘-_menjadl Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupatl dan Dewan._' |

PenNakllan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

"'d kelurahan .serta’ \eterwakllan perempuan sepertl PKK organISaS| ‘

- ,'-dan fungsrnya sehlngga menjad| “Rancangan RPJPD Sebagalmana dlmaksud'

.‘__'Ketantuan Pasal 1 angka 8 yang sekarang menjadi angka 6 d:ubah sehlngga .

'yar; menjadl kewenangc g Daerah

Ketentuan Pasai 1 angka 35 kata Pnontas dan angka 45 kata Hasu dobel .
'sahmgga dlhapus salah satu. ' '

Ketentuan Pasal 1 dltambah 2 angka Iagl yang dlletakkan di angka 7 yang
_berbunyl'“Pemangku kepentmgan adalah plhak yang 'Iangsung atau tidak -
.langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari. perencanaan dan . .
; .pelaksanaan pembangunan ".daerah, - _antara lain. - DPRD Provmsn dan'
"-'Kebupaten!kota TNI Polrl Kejak's'a‘a‘n' -Akademlsy .LSMformas tokoh'
‘-.masyarakat prov1n31 dan kabupaten/kota/desa d'u'nia usahallnvestor
. . ,pemenntah pusat pemermtah provm8| kabupaten/kota pemenntahan desa' :

. 'kewamtaan dan kelompok masyarakat rentan termarynaikan dan di angka 45 '
.yang berbunyu "E- Planmng adalah baglan dari Slstem Informasn Pembangunan’ |
_secara elektronlk yang terkalt dengan penyusunan dokumen perencanaan
: pernbangunan S CL S ,

BAB I RUANG LlNGKUP dlubah menjadl BAB 1% RUANG LINGKUP sehlngga' B
'.BAB selanjutnya menyesualkan T o T
-F’ada Ketentuan Pasal ‘18- ayat (1) kata "huruf b" dlhapus sehlngga menjadl_
.“Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagalmana dLmaksud dalam Pasal 16
'.ayat (1) dltaksanakan pallng Iambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD perlode._ §
.'seb ~|umnya berakhlr S F T o
'.Pada Ketentuan Pasal 18 ayat ( ) kata‘ "tupok3| dlubah menjadr tugas pokok.

: ,‘pada ayat {1)- dlbahas olehi-tim penyusun bersama dengan perangkat daerah

'.'untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan tugas pokok dan ‘.

.10,

‘fungsmya . : . oo Co
-Ketentuan Pasal 18- ayat (4)'. ‘dan.ayat- (-Sj‘.di'ub,ah_ dan ‘dit‘a'rnbah'zhayat;
‘sehingga menjad-’ g B | B
(4 ) Setelah rancangan awal - d|sempurnakan berdasarkan pembahasan‘. '
sebagalmana ketentuan pada ayat (3) rancangan awal RPJPD: dlbahas -
bersama para pemangku kepentlngan melalui: forum komunlkasr pubilk -

‘- N untuk memperoleh masukan untuk penyempurnaan '

o _forum komumkas: publtk sebagaimana ketentuan pada ayat ( ) Bupat|

o -menkonsulta3|kan rancangan awal RPJPD kepada Gubernur melalux", '.

R Perangkat Daerah yang membldang| perencanaan d| Provmsr

G Setelah rancangan awal d|sempurnakan berdasarkan masukan dalam_. -



(6) Bupatf menyempurnakan rancangan awal RPJF’D menjadl rancangan |
RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan yang dlbenkan olehi
gubemur‘ LRl e SR

(7’) Pernbahasan ranccmgan RPJPD dllaksanakan sesual dengan ketentuan' )

_ peraturan perundang undangan ' '_ ' L

| 11.:'Ketentuan Pasal 21 dttambah kata "Pasal 20' sehmgga menjadl “RPJPD.‘_

' ~RPJMD dan RKPD sebagalmana dlmaksud pada Pasai 20 ayat {1 ) dan ayat .'

_ _‘(2) dapat d|ubah apabila berdasarkan hasn pengendallan dan evalua5| tldak

- sesuai dengan perkembangan keadaan atall penyesuaian terhadap kebljakan-
~ yang ditetapkan oleh pemerlntah pusat e _' |

R 12’.-Ke;e,ntua_n Pa_sa[ .24. .ayat (”1) kata palmg lambat (1.)_' mmggu sebelum "_

-pélak’sanaém" dihanué' sehlngga men}ad; *Pokok- pokok - plklran DPRD-
'sebagalmana dlmaksud dalam Pasaf 23 ayat (1), djsarnpg;kan.sesu.al dengan, -

"'gketwntuan yang berlaku ' N R S

: 13, Keientuan Pasal 24 ayat (3) dlubah menjadl "Pokok pokok plklran DPRD yang '-.:f

L _-'dtsampa|kan setelah me.ewatl batas waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat- :

1‘."(1) dan belum terakomodrr akan duadlkan bahan masukan pada penyusunan _

- lperubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjaran atau pada ‘.

. '. 3 penyusunan RKPD tahun berlkutnya S _

"l'-:14..Ketentuan Pasal 26 ayat (1) kata "Ren]a Perangkat Daérah” dobet sehmgga
. "'-"d:hapussalah satu L o S L
"15. Ketentuan Pasal. 27 ayat (1) dan ayat (2). kata Pératuran' IVIente‘ri~ ini‘i.di_u_bah'

o menjadl peraturan yang berlaku - _ | " . B . |

'16 Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a dlubah menjadl"'DaIam hal terjadl_'

penambahan keglatan baru .pada- KUA dan PPAS yang tldak terdapat dalam N

_ RKRD, perlu dlSUSUﬂ berlta acara kesepakatan Bupatl dengan DPRD |

A7 Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) kata "Pasal 27 diubah menjad|.

“ "Pasal28"‘ Lo L . R

"18 Ketentuan F’asal 31 ayat (5) k"ét’a kepada lepman DPRD d|ubah menjadl‘

melalw Rapat Parlpurna DPRD sehlngga berbunyl ‘Anggota DPRD secara, "

per eorangan atau kelompok wajrb .membuat Iaporan tertulls atas hasil -

pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagalmana dlmaksud pada ayat
- (1), yang dtsampa:kan melalm Rapat Panpurna DPRD '

‘ -19 Ketentuan Pasal 31 ayat (6‘) drubah menjadl “lepman DPRD beserta:
_ B p:mplnan fraks: dan komlsr mengkoordlna3|kan penyusunan dan penyampaian
- pokok pokok plklral’l DPRD kepada Bupah melalw Perangkat’ Daerah yang. .

memb:dangl perencanaan : ' ' '

) :20 Ketentuan Pasal 35 ayat (1) kata "EYat‘I d|ubah menjadl “F’asaf 34 sehmgga' |
| berbuny| | : A .



.F’ro:,es penyusunan anggaran sebagalmana dlmaksud dalam ketentuan Pasal
34, mellputl keg1atan ‘ o ' -
a. l:’enyusunan dokumen kebuakan umum APBD

b -i'Penyusunan dokumen Prlor1tas dan Plafon Anggaran Sementara

| c '.Penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah

o d: -Penyusunan rancangan APBD ' I

o "e. Pengesahari APBD ' :
'-2'1_'.-'Ketentuan Pasal 47 dltambah kata "Pasal 45” sehlngga menjad: “Pembahasan o
' "_rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagalmana dimaksud dalam.‘ '

| Pasal 45 dapat menQUndang Badan Pemerlksa Keuangan Republlk Indone31a a

. '.perwakllan daerah dan atau Kom:3| Pemberantasan Korup5| '
22 Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) kata .

"Gl bernur d|ubah men]=d| “Bupatl

B Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 -

tentang Penyelenggaraan Menara TelekomumkaSI dan RetrlbuSI Menara”',.

Telekomumkasr
. Pendahuluan g . S e .
. N Dllakukannya rewsu terhadap Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun" ;
L :.'-2011 tentang Penyelenggaraan Menara TeiekomuntkaSI dan Retrlbu31 Menara' ;
_ "Telekomumkasu karena keluarnya Putusan Mahkamah KOﬂStItUSI Nomor 46IPUU- . '.
h xr1/2014 perlhal Penghltungan Tanf Retribus1 Pengendahan Menara-
i C Telekomumkam karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945 '
'. Sl Dasar Hukum Pembahasan' | ‘_ _ :
_' Dasar hukum pembahasan Pansus A DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda
'tentang Perubahan Atds Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang,'
| 'Penyelenggaraan Menara TelekomunlkaSI dan Retrlbu3t Menara TelekomunlkaSI -'_ :
adalah sebagal berlkut . ' . o _
1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbu3|
'_':Daerah . P T e A .
2 Putusan Mahkamah Konstltu51 Nomor 46/PUU Xll/2014 perlhal Penghltunganz :
B .‘.:-Tar|f Retrlbu3| Pengendallan Menara Te!ekomumkam _ ) '
- 3Pe aturan Daerah Kasupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tantan‘g : ',
o Penyelenggaraan. _Mena.ra ‘TelekomunlkaSL dah R_etpbu& _ M’enér’a‘

. Telekomunikasi. - - .




‘e

lII Has:l Pembahasan .' _ , |
1. Pada KonSIderan Memmbang pada huruf a dan huruf b diubah sehingga -

me uad! .

~a. bawah " putysan . Mahkamah - Konstitué'i.'r;lorhor 46/PUU- xu/20'14'-_:

menyatakan bahwa Penjelasan Pasa! 124 Undang Undang Nomor 28 -
:Tahun 2009 tentang Pajak’ Daerah dan Retrlbu8| Daerah tldak mempunyat
1kekuatan hukum menglkat sehmgga suatu ketentuan dalam Peraturan_'-;

'_'Daerah yang penyusunannya mengacu pada Penjelasan Pasal 124 -

_ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dengan sendmnya sudah ;
. tidak mempunyal kekuatan hukufn menglkat _ ' '
b bahwa da{am rangka memberlkan kepastlan hukum dalam pengaturan

- _mengenal penghltungan tarif retnbu5| pengendallan menara telekomumkaSI .

;dl Kabupaten Demak perlu dllaksanakan secara berkelanjutan 'dan berkala
agar pembangunan ‘dan pemanfaatannya tidak melanggar peraturan :

perundang undangan dan tldak meruglkan kepentlngan umumsg

Pada KonS|deran Menglngat dltambah I

B ,"_ 11! Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nemor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor3) '

12, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor e Tahun 2016 tentang;;'
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah E

Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah' '

Kabupaten Demak Nomor 5)

- Pada Ketentuan Pasa] 1 angka 30 kata sebagal awal d:hapus dan drgantl :

untuk‘ sehlngga menjadl "Rekomendam Tim - Penataan ‘dan Pengawasan

.Pembangunan Menara Telekomunlka3| yang se[anjutnya dlsabut :

; Rekomendam TP3MT adalah surat rekomendaSI yang diberikan, kepada )

L 'pemohon untuk dlmulalnya mengurus per[zman Menara TelekomumkaS|

Lo

. ‘Pada Ketentuan ‘Pasal 1 angka 32 dlubah menjadr'“Pemohon adalah‘-

pemohon |zm mendlrlkan bangunan menara telekomumkasn

-Ketentuan Pasal 21 ayat (3) kata dengan d|gant| “dalam" 'sehmgga men}adl., "

) Fetentuan Iebih lanjut mengenal persyaratan pembangunan dan.
pengoperasmn Menara Telekomunlkasr sebagatmana drmaksud pada ayat (1) ]

:_'huruf a sampal dengan huruf e dlatur dalam Peraturan Bupatt

GR Ketentuan Pasal 24 ayat (2) kata ayat (2) d:ubah menjadr “ayat ("I)"‘ '

.‘-sehlngga menjadl berbunyl “ Rekomendas: TP3MT sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) berlaku selama 3 (tlga) butan: dan dapat dlperpanjang sampai 3

(tiga) -bulan. Denkutnya sepanjang tldak ada perubahan dari rekomendasy

, .sabelumnya



7. 'Ketentuan Pasal 28 ayat (1) kata “Dlnas Komumkasn dan informatlka dlubah )

' men;adl « Perangkat Daerah yang membldangl Komunlkas: dan Informahka

, 8. Keten uan Pasal 31 ayat ( ) kata atau duakukan bongkar paksa oleh
P» T _ _'Pemermtah Kabupaten dengan b:aya dari pemlllk bangunan/pemmk izin". '-
" dihapus, sehlngga menJad: ? -Apablla dalam waktu 30 har| sejak pencabutan- _
o -uzm menara Ielekomumkasu danlatau bangunan penunjangnya tidak
g --d1Longkar o|eh pemlllk bangunan/pemlllk IZII’I maka Menara telekomumkas[ .
o .den/atau bangunan penunjangnya menjadl millk/dlkUasat oleh Pemenntah
Kabupaten.” _ .' EE P .
e '9'.;--Ketentuan Pasal 45 drubah menjadl Besarnya tarn‘ retnbus: pengendallan :
7 o '.menara teIekomumkaa dlatur Ieblh lanjut dalam Peraturan Bupatl
: '10 Ketentuan Pasal 45A dlubah sehlngga rnen]adl ' |
t . o ( )ngkat penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan Jasa menara dengan'-
" ' o o _' ' memperhltungkan aspek tata ruang aspek keamanan dan aspek umum. '

(2 ) N|Ia| aspek aspek sebagalmana d|maksud pada ayat (1) mempunyal bobot :

. kntena sebagalmana tercantum dalam Lamplran yang merupakan baglan )

. tldak terplsahkan darr»Peraturan Daerah Ini. . - _

AN Kelentuan Pasal 46 ayat (3) kata "Peraturan Bupatl diubah' merijadi ",

Keputusan Bupatr" sehlngga berbunyl “Penetapan tlngkat penggunaan Jasa-

B ' dan tanf retrlbu3| sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dltetapkan dengan. g
T . Keputusan Bupatl.” ' ' ' : |

_. R - '12 Ketentuan Penjelasan Pasal 45 dlubah rnenjadl CUkUp JE|33

G PENUTUP . o : .o
’.Dem|k|an Laporan Pansus A DPRD Kabupaten Demak yang dapat kaml laporkan-

-'..dalam.rangka membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Slstem-

-'.Perencmaan dan- Penganggaran Daerah dan’ Raperda -tentang Perubahan Atas
~ Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara .

"Telekomumkasu dan ReterUS| Menara TelekomunlkaSI o

SR DEMAK 19 MARET 2018 -
. PAN]TIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK

| H.NURULLAW/YASIN, S.Pd.- " HSUGIHARNO, SP.

(r




a

| '_N,o o Opere’asicméal_'_ --_S'gtUah

o DIMAS-UKK_AN_ﬁfa-ALf_AM-'PER_'ATURAN'BUPATI'DE"M_AK )

S o . TARIF DA%AR :
"RIZT RIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pemenksaan

tuan Biaya {  -Jumlah
Per Tahun ' Satu_an ayay oHmER.

| 1| Transportasi © 10 j‘irh'. “_\‘1-'8.0 Hari |~ 2,000,000 . 360,000,000} '

da) ’,Uang Hariari‘ - "’4_-'o,fang' - '180Hari. | - 5005000 | & 360,000,000

13 Aldt Tulls P\antor B "I‘ahun', I ff‘ah_un' . : '8,00.0_;00_'0-_ "-.é_%',OO(-J,O'(_JO'_ -

Tota] Blcl\/cl ()pc,raslondl Per ’I‘ahu“l S R .' R 7_2_8,,0_0(_);:000, _ ':

B‘a\«’l Rata - R ita Atau Tarrf Menara Per Tahun L co
(728 000 ()OU 180 Menara] ' :

Pembuldtan T © | 4,044,000.00

"-4,044,444.447)

_ -Tanf rctr1bu91 dntctapkan sebesar Rp 4 044. OOO 00" per menara per tahun dengan-
- rincian, perhitungan scbdgar benkut ' : : : '
“a. Jumlah ‘menara = 180, menara, SN
b, Volumo kunjungdn menara per tahun = 2 kall : : : .
.c. Jumlah kunjungan ke menara per. tahun (2 kunjungan X 180 menara) 360-

g 'kunjungan inenara. .
Rata - rala .<unjungan per har1 = 2 menhara-

e Jumilah hau l\unjungcm (’560 kunjungan menara E ﬁ'n{eﬁara 'p'ef"j}j.ari = 180 _".j

- hcm)
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PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.

'PENDAHJLUAN :
A DASAR

KABUPATEN DEMAK
LAPORAN HASIL RAPAT
NOMOR : 011/PANSUS.B/DPRD/2018

Pelaksanaan Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Kuangan

~ Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemetrintahan

. Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

un¢ang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahur 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentarg Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah - Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentra5| dan
Tugas Pembantuan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin -Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas; Peraturan Menteri: Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Daerah Repubhk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4,
Tambahan Lembaran-Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

12.Peraturan Daerah Kabupaten ‘Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang -

Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6); :

13.Ker'istusan Badan Miusyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor
05/3ANMUS DPRD/2018 tentang Jadual Keglatan Dewan Perwakllan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak. :

14 Undangan Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor 005 /188 tertanggal 12
. Pebruari 2018 perlhal Undangan Rapat Panitia Khusus B.



-

fy |

B. TUJUAN :

Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
bertujuan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum.

C. WAKTU. DAN TEMPAT RAPAT ;

Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 28 Pebruari 2018 bertempat di Ruang Rapat

Pansus: «B DPRD Kabupaten Demak.

D. PESER'IA RAPAT _ ;
H. Mukti Kholil, S.Ag : Ketua

1,

2. “H..Mudhofar, SE .+ Wakil Ketua

3. H. Sabig Hambali : : Sekretaris

4, Gunawan, A.Md : : Anggota

5. Ibrahim Suyuti, SH : Anggota

6. Drs. H. Syafi'i Afandi, S.Pd : Anggota

7. Parsidi, ST, MT : Anggota

8. Kastamah , : Anggota

9. Yudo Astiko, S.Pd, MM : Anggota

10. Hj. Ike Chandra Agust, S.Kom  : Anggota

11. H. Budhi Achmadi, SE : Anggota

12. Robert Frendy Kurniawan : Anggota

13. Ahmad Mansur, SE - : Anggota

14. H. Danang Saputro, SH ~+ Anggota

15. Ag'is Haryono, S.S0s ¢ : Anggota

16.-Tajiek Soelistijani, SH : Anggota

17. H.Faozan, SH . : - 1 Anggota

18.- H. Khoeron, S.Ag, M.Pd.I : Anggota

19. H. Arifin, S. Pd I : Anggota

20. H. Ngaspan,.A.Md ' : Anggota

21. H. Farodli, S.Pd.I : Anggota
Sedangkan undangan lain yang hadir sebagau berikut :

1. Drs. Suhasbukit, SH, MM : Kepala DPKPAD Kabupaten Demak
2. Drs. Umar Surya Suksmana : Kepala DPM PTSP Kabupaten Demak
3. Dra. Tri Wahyu Hapsari, MM : Kepala Dinas Perhubungan Kab Demak
4. Muh Ribath, SH, MM : Kabid pada Dindagkop dan UKM

5. Sri Darwati, SE ' : Kabid pada Dindagkop dan UKM

6. Dwi Pramono ’ : Kabid pada DPKPAD Kab Demak

7. Herawan S ‘ : Kabid pada DPKPAD Kab Demak

8. " Afifur Rohman, SH » Kasubag pada Bagian Hukum Setda
9. TulusW : : Kabid pada Perhubungan Kab Demak

10. Widiyanto - : Kabid pada Perhubungan Kab Dernalk
E. SISTEMATIKA LAPORAN - 1 ' :

Laporan hasil Rapat Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut
I, PENDAHULUAN -

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

I1I, KESIMPULAN DAN SARAN

IV. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN :
A. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Panitia Khusus B Dewan Penmakllan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6- Tahun 2012 tentang Retribusi
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Perizinan. Ter;tentu dan Rancangan Peraturan Daerah tentang. Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Umum.

B. HASIL PZMBAHASAN : |
Hasil pembahasan Rapat Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak dengan OPD
adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

a.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah-Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentahg Retribusi Jasa

- Umum pada .pasal 2 ayat (3) yang semula berbunyi “Dengan nama

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian blaya cetak
kartu tanda penduduki dan akta catatan. sipl” karena amanat Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun- 2016 bahwa pengurusan dan penerbitan
dokumen kependudukan tidak dipungut biaya maka Panitia Khusus DPRD
Kabupaten Demak setuju bahwa pasal 2 ayat (3) tersebut di hapus.

Terhadap penambahan, satu ayat dalam pasal 2 yang ditetapkan sebagal

_ayat (7) yang berbunyi “Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang

dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat alat ukur, takar, timbang
dan- perlengkapannyd’. Karena ayat tersebut sebagai amanat "atas
lampiran Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 vyang disebutkan
bahwa dalam rangka standardisasi dan perlindungan konsumen maka
Kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan metrology
legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, maka Panitia Khusus DPRD
setuju atas penambahan ayat tersebut. -

Berkaitan dengan penghapusan pasal 3 ayat (1) huruf C, pasal 8 dan pasal
9-yang tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sudah

~ sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 seperti

pembahasan dalam huruf a diatas.

P’ yisipan pasal 15A dan pasal 15B yang berbunyi pasal 15A “Objek
reiribusi retribusi pelayanan tera/ftera ulang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf g adalah pe/ayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang
aan perfengkapannyd” dan pasal 15B ayat (1) “Subjek retribusi retribusi
pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Auruf g
adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera
ulang dari Pemerintah Daeral!’ dan ayat (2) “Wajib retribusi retribusi
pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
orang pribadi atau Badan yang menurut kelentuan peraturan perundang-
undangan retribusi. diwajibkan ‘untuk melakukan pembayaran retribusi

. pelayanan ltera/tera ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi

Jasa Umum’ adalah suatu keniscayaan harus ada.
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang yang

“tersebut dalam Iamplran ranperda ini sudah jelas dan tidak ada

pe'masalahan

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

d.

Méngenal pasal 2'ayat (2) yang semula tersebut dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu berbunyi “Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut

retribusi atas pemberian izin tempat usaﬁa/kegfatan kepada orang pribady



 atau Badsan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau
. gangguar’ dan pasal 3 huruf b 'yang semula berbunyi “Retribusi Zzin-
" Gangguan’ Panitia’ Khusus DPRD- setuju. untuk dilakukan' penghapusan
terhadap ayat tersebut karena Peraturan.Menteri ‘Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2017 - mengamanatkan ° pencabutan terhadap retribusi - Izin
. Gangguan di Daerah. . . .

_b.. Pasal 6,.pasal 7, pasal 8, pasal 12, dan pasal. 16 ‘yang menguraikan
" .tentang obyek maupun subyek dan masa retribusi ijin gangguan serta

- index dan ketentuan" besaran. pengenaan retribusi- ijin ‘gangguan, 'harus
dihapys Karena harus. disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku

seperti-yang tersebut dalam haruf a diatas. . -

-3 .Setei_ah dilakukan [(ajian"m'ateriil d_engan,Organisasf "peréngkat-' daerah dan.

Ny Jasa Umum.adalah sebagal berikut. (Lampiran 1)". .

. setelah disesuikan dengan dasar — dasar hukum yang: berlaku, maka hasil .
pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang’ Perubahan atas
Peratiran Daerah Kabupaten Demak: Nomor -4 Tahun 2012: tentang’ Retribusi -

4, Dan ‘setelah . dilakukan "kajian 'sebagéiména°'\,'{ahg-'té'rSeb'ut'dé[am"én'gka_s di

oL

- atas maka pembahasan terhadap ‘Rancangan: Peraturan Daerah tentang

. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut. (Lampiran 2)

KESIMPULAN DAN REKOMENDAST . - |

Setelah melalui Pembahasan *dalam -Rapat.Panitia Khusus -B. DPRD.Kabupafen

‘Demak dengan QPD. terkait, maka Panitia- Khusus B’ merekomendasikan agar -

Rancangan - Peraturan Daerah’ fentang -Perubahan :atas Peraturan'. Daerah
Kabupaten Démak- Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan

" Rancangan -Peraturan -Daerah tentang” Perubahan atas -Peraturan Daerah
- Kabupaten .Demak ‘Nomor 4 Tahun-2012 tentang. Retribusi Jasa Umum ini
. ditetapkan .menjadi _Perat'uran ,D'aelj'ah dalam. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

. Demak.

. PENUTUP: . o , .
- 'Demikian‘ldporain. Hasil-Rapat Panitia Khusus B Déwan Perwakilan Rakyat Daerah'
‘Kabupaten Dernak  dalam. rangka  membahas Rancangan Peraturan Daerah

. tentang Pefubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nornor 6 Tahun,

2012 tentang Retribusi.Perizinan Tertentu dan Rancdhgan Peraturan Daerah

.. tentahg Perubahan atas Peraturdn Daéfah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun-
2012 tentang .Retribusi Jasa- Umum. Semoga bermanfaat -dalam pembangunan

. Kabupaten Demak. - . -

.- Demak, 28 ﬁebruari 2018
... PANITIAKRUSUSB. . . - - -

. " DPRD KABUPATEN DEMAK
KETUA, - P

H.MUKTY, KHOLIL, S:Ag. © = |




